BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Re}éublik [Indonesia Nomor 38351);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupate}n Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Ler'nbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 18, 'I‘ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180); ‘

3. Undang-Undang Nomor 17 ’I‘ahpin 2003 tentang Keuangan Negara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia I‘ahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 jNomor‘ 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4579).

Peraturan Pemerintah Nomor ‘56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sr:bafgaima_na telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Sistem Informasi I\cuanpan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomm 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

|
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentangHibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 535,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor |73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041)

-

Peraturan Pemerintah Nomor| 18 Tahun 2017tentang Hak
Keuangan Dan Administratif [Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nornor 106, ’I.:LmQahdn Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057); |

Peraturan Pemerintah Nomor Q Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negald Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman

|
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

248, Tambahan Lembaran ch‘gam Republik Indonesia Nomor
6279);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nepara Repubhk [Indonesia
Nomor 6322),

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan
Untuk Penanganan Pademi Corona Virus Discase 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka = Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lcmbamn'Ncgara Republik Indonesia Nomor
0485);

Keputusan Presiden Nomor 11| Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019

(COVID-19);

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang Jasa Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19);

Peraturan Menter:i Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 21 Tahun 2011]| tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menter:i Dalam Negem Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310},

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan/ Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mentert Dalam
Negert Nomor 99 Tahun 2019/| tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Mentert Dalam Negem Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Neger] Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menlt:ri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Ncg{ll‘tl Republik Indonesia Tahun
2019Nomor655); |
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. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017tentang Hak

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 249);

Peraturan Mentert Keuangan Nomor 19/KMK.7/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 tentang Tata
Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang Il Tahun
Anggaran 2020;

. Keputusan Mentern Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasl
Khusus Bidang Keschatan Untuk Pencegahan dan/atau
Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negen dan Menternn Keuangan
Republik Indonesia NOIMor 119/2813/SJJ dan Nomor
117/ KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuailian  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bSerta

A

Pengamanan Dava Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional,

Peraturan Daerah Kabupaten Banto Timur Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D)

Kabupaten Barito Timur Tahun 2005-2028 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupalen Barnto Timur Nomor 5 Tahun 2013

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan ¥ gann Daeran Kabupaten
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Barito Timur (Lembaran Daerah habupaten Banto Timur Tahun
2013 Nomor 5);

Keuangan dan Administrauf Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

31);

Peraturan Daerah Kabupaten Barnto Timur Nomor 1 Tzhun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banto Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 38);
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39 Peraturan Dacrah Nabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019
tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Barito Timur Fahun Angearan 2020 (LLembaran Daerah Kabupaten
Barito Timur Fahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Ranito Timur Nomor 48);
40, Peraturan Bupati Banito Tunur Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daecrah Kabupaten Barito Timur Tahun

2010 Nomor 19);

41, Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur

Tahun 2020 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:

FERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sermula berjumlah Rp. 950.589.048.360,00 bertambah/(berkurang)
sejumlah (Rp. 02.618.633.517,01) sehingga menjadi
Rp. 857.670.414.842,99 dengan rincian sebagai berikut:

&. Pendapatan

1. Semula Rp. 950.589.048.360,00
2. Bertambah/
(Berkurang) (Rp. 92.618.633.517,01)

Jumlah Pendapatan
sSetelah Perubahan Rp. 857.970.414.82,99

Rp. 973.692.136.420,00
2. Bertarnbah /
(Berkurang) (Rp, 85.267.173.111,49)
Jurnlah Belanja
Setelah Perubahan
(ehuit) setelah
perubahian (12D,

Rp  918.924.903,308,51

CO.454.518.405,52)

c. Permbhayaan
| . Penerimaan
I} Sernulio p, 33, 103.088,060,00
2) Bertambaly/
(Berkurang) ]p,  A7.351.400,408,H2




Jumlah

Penerimaan

Setelah

Perubahan Rp. 70.454.548.465,52
2. Pengeluaran

1) Semula Rp. ~0.000.000.000,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumiah

Pengeluaran

Setelah

Perubahan Rp. 10.000.000.000,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini. '

Pasal &

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguncdangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur.



Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tangpal Oktober 2020

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

LEONARD S. AMPUNG




